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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor 

bekas di Kota Mataram, salah satunya di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 

(2)  mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang 

mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana konsumen atau pmbeli 

mendapat  informasi  yang  jelas tentang motor yang dijual,  dalam  hal  

ini  motor bekas yang berupa motor yang telah diperbaiki dan mendekati 

kualitas barang baru dapat diperjual-belikan dengan ketentuan pelaku 

usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut 

kepada konsumen, dan apabila terjadi pelanggaran  maka  pelaku  usaha  

bertanggungjawab memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang sejenis seperti ditentukan pada pasal 19 

ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.  

2. Penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual 

beli motor bekas di Kota Mataram, Pengusaha menyelesaikan sengketa 

konsumen terkait jual beli mobil bekas di Kota Mataram dengan 

membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian, 

mengembalikan uang konsumen atau mengganti kerugian konsumen 

dengan barang lain, Sehingga apabila konsumen di rugikan, maka 

konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual berupa 
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pengembalian uang, atau penggantian barang sebagaimana tertera dalam 

Pasal 19 ayat 2 UUPK. Dan apabila penjual tidak bertanggung jawab atas 

kerugian yang di alami konsumen, maka konsumen mempunyai hak untuk 

melakukan gugatan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen 

sebagaimana tertera dalam Pasal 23 UUPK Tetapi terkait pemberlakuan 

pemberian garansi penjual telah menerapkan isi dari Undang-undang 

Perlindungan  Konsumen yaitu Pasal 25 ayat 1. 

B. Saran  

1. Pengusaha harus memperhatikan produk sebelum menjual dan 

membelinya kepada konsumen, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat 

merugikan konsumen terutama sampai meninggalnya konsumen. 

2. Sebagai pelaku usaha perlu diketahui Undang-undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK), agar hak dan kewajiban pengusaha dan konsumen 

terpenuhi sedemikian rupa sehingga para pihak tidak dirugikan, baik 

berupa konsumen. atau pedagang. 
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